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KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

i
NOMOR 188.45/

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023-2026
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BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, serta untuk mencapai
keterpaduan perencanaan pembangunan yang bersinergi dengan

e e el o]

Daneconra ~imhanoiina Masral TrTiey Aoriratif At anliimih
nciialia i"CmUaiiguiidﬁ iJaliaii yauisg CLSpJiL Atii ‘{}cu 2 SULUE Uil
masyarakat;

bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar berjalan baik,

perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan dalam
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan;

bahwa untuk menjamin kualitas Rencana Pembangunan
Daerah 2023-2026, perlu dilaksanakan reviu oleh Aparat

Pengawas Internal Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf ahuruf b, dan huruf ¢, perlu

Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim
Reviu Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara,;

g Nomor 1 1g Perbendaharaan

Undang-Undan
Negara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
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Website : www.baritoselatankab.goid Buntok, Kode Pos 73711

Kalimantan Tengah
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
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dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
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Rencana Pembangunarn bacrail;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
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Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
angka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
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Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 90 Tahun 2019 tentang
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Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2015-2035;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2006-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2014-2034;
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2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatan;

ghnr\cxfpﬁ Rorrfn Qpquoﬂ Naomor 12 Tahun

AUI/ tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022;
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun
2020 tentang Pembentukan Proeduk Hukum Daerah;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

37. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
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MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU . Membentuk Tim Reviu Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten

Barito Selatan Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA . Tugas Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
meliputi

a. melakukan persiapan reviu dengan kegiatan pengumpulan
informasi dokumen Tim Reviu Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 yang telah
ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan;

b. menguji atas kelengkapan dokumen pendukung Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2023-2026;

c. menguji kesesuaian rancangan akhir Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJ MD);

d. menguji atas penyusunan substansi antar bab rancangarn akhiir
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2023-2026;

e. melakukan dokumentasi ke dalam Kertas Kerja Reviu yang
memuat tujuan reviu, daftar pertanyaan wawancara dan
kuesioner dan langkah kerja prosedur analitis; dan

f. membuat Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh
Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk disampaikan
kepada Bupati Barito Selatan.

KETIGA - Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reviu sebagaimana dimaksud
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pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito
Selatan.



KEEMPAT

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keria
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten

Barito Selatan Tahun Anggaran 2022,

Keputusarn ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkar.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 AP 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

'EDDY RAYA SAMSURI



LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 183 /2022
TANGGAL : 20 april 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  BARITO
SELATAN TAHUN 2023-2026
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2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten | | Wakil Penanggung Jawab
Barito Selatan

3. Inspektur Pembantu I Koordinator Wilayah I

4. Iuspeictur Pembantu Il Koordinator Wilayah Il
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5. Inspektur Pembantu 11
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